TERDAKWA DANA BANSOS DIVONIS 1 TAHUN
PALU – Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palu yang diketuai Wayan Karya SH M.Hum, telah melayangkan putusan kepada dua terdakwa terpisah kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tahun 2010-2011. Kedua terdakwa itu Ainul Yakin Palimuri (52) dan Rikhana Suwantini (35), Senin (25/8) kemarin. Kedua terdakwa ini di pidana penjara 1 tahun penjara.

Dalam uraian putusan majelis hakim terdakwa Ainul Yakin Palimuri yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana bansos dan hibah 2010-2011, sedangkan Rikhana Suwantini menjabat bendahara, terbukti besalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa Ainul Yakin Palimuri, berupa pidana 1 tahun penjara,” kata Wayan membaca putusan terhadap terdakwa Ainul Yakin Palimuri.

Selain hukuman badan, kedua terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara.

Pertimbangan atas putusan yang dilayangkan kepada keduanya, karena kedua terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Yang mana perbuatan keduanya sangat bertentangan dengan program pemerintah serta tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan tidak pidana korupsi. Sementara yang meringankan buat para terdakwa yakni belum pernah dihukum, berkelakuan baik di dalam persidangan dan sopan santun dipersidangan.

Usai mendengarkan putusan yang dibacakan Wayan Karya yang merupakan ketua PN Palu, kuasa hukum para terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) masih menyatakan piker-pikir. Batas waktu yang diberikan majelis hakim untuk menyatakan sikap kepada para pihak hingga 7 hari kedepan.
Sebelumnya kedua terdakwa ini, dituntut oleh JPU dengan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan penjara. Serta denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. Karena menurut JPU keduanya terbukti melanggar ketentuan dalam dakwaan subsider.

Sumber Berita:

Mercusuar, 26 Agustus 2014

i Bantuan Sosial, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
ii Hibah, adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasikemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
iii Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
iv Denda, adalah sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berupa keharusan membayar sejumlah uang tertentu (karena melanggar perundang-undangan atau melakukan tindak pidana).
